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MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIX INDONESIA

. Gubernur di seluruh Indonesia;

Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE.1/Menhut-I11/2013

TENTANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-X/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
tanggal 16 Mei 2013 terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal
4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

I. Memperhatikan:
1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi:

a.

Kata “Negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan Pasal 1
angka 6 menjadi: “Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah
masyarakat hukum adat”.

. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang’.

Pasal 5 ayat {1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara

sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan
adat’.

. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Prasa “dan ayat (2) dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 5
ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi
“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya’.

2. Pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi: ‘
a. Terhadap prasa “dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaanya”, frasa dimaksud sudah tepat dan sejalan dengan Pasal
18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945”.

b. Apabila ...



-

b. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan

tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada
Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara.
Sepanjang Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 belum terbentuk, dalam mengisi kekosongan hukum,
maka pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin
kepastian hukum dan berkeadilan.

II. Berdasarkan hal tersebut, maka:

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1.

2004, yaitu:

a. Pasal 1 angka 6, menjadi: “Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam
wilayah masyarakat hukum adat”.

b. Pasal 4 ayat (3), menjadi: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan demikian Pasal 4 ayat (3), diberlakukan terhadap masyarakat hukum
adat yang keberadaannya belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

c. Pasal 5 ayat (1), menjadi “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan negara; .
b. hutan adat; dan
c. hutan hak.

d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) alinea ke satu dan kedua “dihapus”

e. Pasal 5 ayat (2) “dihapus”.

f. Pasal 5 ayat (3), menjadi: “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya”.

Dalam hal ini yang menetapkan status Hutan Adat adalah Menteri
Kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan Pasal 67 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada
Pemerintah, dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mulai
berlaku sejak tanggal 16 Mei 2013.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
padartanggal 16 Juli 2013

MENTERI KEHUTANAN,
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Tembusan: LKIFLI HASAN
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Dalam Negeri;

Jaksa Agung;

Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
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